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. PERJANJIAN BAKU SEBAGAI UPAYA
MENGAMANKAN KREDIT BANK

Ari Purwadi

UU No. 7/i992 tentang perbankan telah mem-
berikan pengaturan tentang hal-hal yong harus
diperhatikan dalam pemberian kredit. Prinsip
kehati-hatian dalam Undang-Undang perban-
kan 1992 mencerminkan bahwa bank dalam
menberikan kredit harus mengingat kepenting-
an nasabah yang menyimpan dananya di bank
dar untuk keamanan bank itu sendiri. Dalam
prakieknya, setiap bank telah menyediakan
perjanjian kredit baku yang isinya telah dite-
tapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Pilak
bank adakalanya berat sebelah.

1. Pendahuluan

Undang-undang yang mengatur dunia perbankan saat ini adalah Undang-
undang Nomor 7 Tahun [992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya ditulis
UU. Perbankan 1992). Langkah-langkah yang diambil dalam rangka
penyempurnaan tata perbankan di Indonesia sebagaimana yang tertuang
dalam beberapa pasal UU Perbankan 1992 adalah:

1. Penyederhanaan jenis bank menjadi Jenis Bank Umum dan jenis Bank
Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lngkup dan batas kegiatan

_ yang dapat diselenggarakannya.

2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci,
sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan
perbankan lebih jelas dan terarah.

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada
lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan
pemenukan ketentuan persyaratan kesehatan bank.



" ':.:_-.-::.;.Pemnokatan pwfes;onahsme para pelaku di bxdnag perbanka,n
5. Perluasan kesempatan unfuk menyeleng garakan ‘kegiatan .di bidang
' j{perbankan secard sehat ‘dan bc,rtangguﬁc jawab, sekahgus mencevah

Pengert;an bank menurui I}U Perbankan 1992 addidh badan usaha yang
menghlmpun dan& ddn masyarczkat dalam bentuk sxmpanan ddn menyalur~_

' -'Dm batasan Pengernan bank 1n1 mem;rut hemat saycl palmg tldak usahcx— o

usaha bank dapat dxﬂolongkdn menjddx

Kegiatan di-bidang passiva (transaksi p351f) yaitu bebempa. usaha
" menghimpun dana, dan
2, Kegiatan di bidang aktifa (transakm aktlf), yaitu berupa usaha unfuk

- menyalurkan dana. '

Di samping itu, masih ada kegiatan bank lainnya, yang dikenal dengan jasa-
jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan ini termasuk kegiatan off-balance sheet
(kegiatan :bank .di luar meraca), misalnya: transaksi commercial letiers of
credit transaksi standby letters of credit, bank garansi.

- Berbicara tentang usaha untuk menyalurkan dana, maka bank dapat
melakukdn keg,tatan—kematan melakukan pemberian kredit/pinjaman dan
melakukan:penanaman surat berharga. Kedua kegiatan tersebut, di dunia
perbankan dikenal dengan istilah "earning assets", vaitu penanaman dana
yang menghasilkan, Namun, diantara kedua kegiatan tersebut mempunyai
resiko yang berbeda.

Penanaman dana dalam bentuk pemberian kredit tenta akan menghasii-
kan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan apabila sekedar ditanam
dalam bentuk surat-surat berharga, yang hanya menghasilkan deviden.
Namun, dilihat dari resikonya, maka pada penanaman dapa dalam bentuk
pembelian kredit memiliki resiko kemacetan pengambilan kredit. Lain
halnya, dengan penanaman surat berharga bila membutuhkan dana kembali
sewaktu-waktu dapat dijual kembali.

Menyadari tentang adanya resiko kemacetan pengambilan kredit dalam
rangka penanaman dana dalam bentuk pemberian kredit, maka UU Perban-
kan 1992 tefah memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diper-
hatikan dalam pemberian kredit. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan
tersebut antara lain:

I, Pasal &:

"Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesual dengan yang
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diperjanjikan” (ketentuan ini juga berlaku untuk Bank Perkreditan
~Rakyat: lihat pasal 15).

2. Pasal 6 huruf k, mengenai usaha bank umum dinyatakan bank membeli
mefalul pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal
debitur tidak memenuhi kewajibannya Kepada bank, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

3. - Pasal 29 ayat (4):

+ “Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentmgan
nagabah yang mempercayakan dananya kepada bank".

4. Penjelasan pasal 8, diantaranya menyatakan:

_ Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberlan
kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh
keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan
dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan
kredit yang bersangkutan.

Pengikatan agunan ini tentu harus dilakukan secara yuridis-formal
menurut hukum yang berlaku agar bank dapat melaksanakan hak-hak atas
agunan (barang jaminan) manakala terjadi kredit macet. Dalam praktek, bank
mengikat agunan itu dengan perjanjian baku. Tulisan ini mencoba
menguraikan tentang sejauhmana perjanjian baku itu dapat mengupayakan
pengamanan kredit bank yang macet. Sebelumnya akam dicoba untuk
menguraikan tentang kredit macet, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh
bank dalam rangka pengamanan dan penyelamatan kredit.

2. Kredit Macet

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan Itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melu-
nast hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumiah bunga, imbalan,
atau pembagian hasil keuntungan (pasal T angka 12 UU Perbankan 1992).

Dari batasan pengertian kredit tersebut, maka yang harus diperhatikan
oleh bank adalah:

. Kelangsungan usaha bank sangat tergantung pada kualitas penanaman
dana;

Kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian
dalam penanaman dana,

2



_.Keadaan pembayaran pmjaman pokok dan bungan kredlt oleh nasabah serta _:5_
tingkat . kemungkman diterimanya kembali dana yang. ditanamkan - dlsehut;"
dengan istilah "kolektibilitas";. Bank Indonesia dengan. Surat. ‘Edaranna
‘Nomor: 26/4/BPPP tangga1 29 __Me; 1993 penhal perihal, "Kualitas Aktiva
Produktif Dana: ‘Pembentuk ...Penylszhan Penghapusan. Aktiva Produktif™,

membagi. kredit bank ke dalam 4 “kategori -yang - dilakukan'}berdasarkan'--’
_;kolektxbzhtasnya ya:tu '2__1 kredit lancar, 2. ckredir: kurang lancar, 3. kredit
_dlragukan .dan 4, kredit macet!. Menurut Sutan Remy: Sjahdeml kredit
- kutang. lancar kred:t diragukan dan kredit’ ‘macet “di‘dunia’ perbankan v
. ;_dwol()ngkan sebaga: “kredit bermasa}ahan“ : Istllah "kredit. bermasalah". ydng
_dlgunakan oleh dunia perbankan Indones:a sebaga; terjemahan istilah yang
.iazun digunakan didunia. perbankan mtemasaonal yaitu "problem loan".2:
. Kapan suatu_kredit. d;kategorikan sebagai kredit macet? Berdasarkan
knteria yang disebutkan dalam. Surat Edaran Bank - Indonesia- Nomor:
26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tersebut dmyatakan bahwa- suatu- kredit
digolongkan macet apabila: : : .
1.  tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan d1ragukan
2. . memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan
sejak digolongkan sebagai kredit dlragukan belum ada pelunasan atau
~...usaha-penyelamatan kredit; atau
3. kredit tersebut. penyelesalannya telah . diserahkan kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan
. penggantldn ganti rugz kepada perusahaan asuransi kredit.

.Sedangkan untuk menentukan kredxt iancar dipergunakan kriteria dengan
membedakan: 1. kredit dengan angsuran: dibedakan menjadi KPR dan bukan
KPR; dan 2. kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran.

Yang dimaksud dengan "kredit atau angsuran” adalah kredit yang
pembayaran kembali pokok kreditnya diatur secara bertahap menurut jadwal
waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk peru-
bahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "kredit tanpa angsuran™ adalah
kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara ber-
tahap dalam perjanjian pinjam meminjam. :

‘Lihat Himpunan Ketentuan Perbankan yang Disempumakantanggal 29 Mei 1993 oleh PT. Bina Rena
Pariwara, Yakarta, 1993, hal. 124-13G.

2Sutan Remy Sjshdeini, Permasalahan Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Pemecahannya,
Makalah Seminar Schari "Kreditt Macet Perbankan; Upaya Prevemif dan Penyelesaiannya”, di Fakoltas
Hukum Unair, 28 Agustus [993, hal. 1.



w+ Kredit ‘dengan angsuran untuk KPR dikatakan sebagai "kredit lancar”
apabila: 1. tidak “terdapat ‘tunggakan angsuran pokok: atau 2. terdapat
tunggakan angsuran’ pokok tetapi belum melampui 6 bulan. Kredit dengan
angsuran-bukan KPR dikatakan sebagai "kredit lancar” apabila: 1. tidak
terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atan cerukan karena
penarikan; ‘atau 2. -ferdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi -belum
melampui -1 "bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang
dari 1 bulan, atau -belum melampui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan
masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, ‘atau -belum melam-
~:pui:6 bulan,bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan-atin
lebih; atau 3. terdapat tunggakan bunga, tetapi -belum melampui 1 bulan
bagi’ kredit yang masa angsurannya kurang dari ! ‘bulan; “atau -belum
melampui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan;
atau 4. terdapat ‘cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum

melampui 15 hari kerja. i
= Yang dimaksud dengan "tunggakan angsuran pokok” adalah angsuran
_pokok ‘dari suatu’ kredit dengan angsuran yang setelah tanggal jatuh
~“masa angsurannya belum dibayar, Untuk kredit anuitas angsuran pokok

- terdiri atas pokok dan bunga kredit. ' :
== Yang dimaksud dengan "tunggakan bunga” adalah tunggakan dari bunga
 kredit atau ‘balas jasa lainnya, baik kredit dengan angsuran maupun
‘tanpa angsuran yang telah jatub tempo.

-~ Yang dimaksud dengan "cerukan" adalah pemberian fasilitas pelam-
pavan penarikan atas saldo rekening giro vang efektif, yang belum
- dibuatkan akad kreditnya atau pelampuan pemberian kredit di atas pagu

' yang ditetapkan berdasarkan atas akad kredit. o

Apabila terdapat cerukan rekening giro, maka kredit tersebut masih
dapat dikatakan "kredit lancar” apabila cerukan rekening giro tersebut jangka
waktunya belum melampui 15 hari kerja. Untuk kredit tanpa angsuran atau
kredit rekening koran dikatakan sebagai "kredit lancar”, apabila: 1. kredit
belum' jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga ; atau 2. kredit belum
jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan;
ataw 3. kredit telah jatuh waktu, dan telah dilakukan analisis untuk perpan-
jangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang; atau 4.
terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampui
15 hari kerja.

Meskipun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, namun kredit tidak
dapat digolongkan sebagai lancar manakala menurut penilaian, baik ditinjau
dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank,



diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu untuk menger-
‘balikan sebagian atau seluruh kewajibannya. Berdasarkan penilaian berat -
:-rmgam}ya kesulitan yang dihadapi debitur, maka kredit dapat diﬂolos“ag%can i
-_sebagax kurang lancar, atau diragukan, atau macet. s

“Sebagaimana perbedaan yang dilakukan oleh kriteria "kredit iamm:

menjadi kredit ‘dengan angsuran dan kredit tanpa angsuran, maka untuk -

- kriteria, "kredlt kurang lancar” juga membedakan pendapat tersebut. Kredijt

: -dengan angsuran untuk KPR dikatakan sebagai "kredit kurang lancar” apabﬂa"j'

- ‘terdapat tunggakan angsuran pokok yang ‘telah mddmpuz § bulan tetapi

- belum melampui & bulan. Kredit dengan: angsuran bukan KPR dikatakan.
sebagai "kredit kurang lancar”, apabila: 1. terdapat tunggakan angsuran -
.pokok yang -melampu; 1 buian dan belum melampui 2 bulan bagi kredit
dengan ‘masa”angsuran kurang ‘dari 1 bulan; atau -melampui 3 bulan dan .-
‘belum melampui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan
bula'n_an, ‘duabulanan, atau tiga bulanan; atau -melampui 6 bulan dan belum
melampui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan -
‘ataulebih;-atau 2. terdapat cerukan karena penarikan yang jangka wakiunya
telah melampui 15 hari kerja tetapi belum melampui 30 hari kerja; atau-3.
terdapat tunggakan bunga yang: -melampauvi | bulan, tetapi belum melam-
paui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan. Kredit
tanpa angsuran dikatakan sebagai "kredit kurang-lancar”, apabifa: 1. kredit
belum jatuh tempo wakiu dan -terdapat tunggakan bunga vang melampui 3
bulan tetapi-belum melampaui 6 bulan; atau ~terdapat penambahan piafon
atay kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga; atau
2. kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3
bulan; -ataw 3. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya
telah melampui 15 hari kerja tetapi belum melampui 30 hari kerja,

Suatu kredit digolongkan sebagai "kredit diragukan" apabila kredit vang
bersangkutan tidak memenuhi kriteria "kredit lancar" dan "kredit | (Lxrang
lancar ‘tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

-Kredlt masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-

kurangnya 75% dari hutang peminjam, termasuk bunganya; atau
b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai

sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.
Yang dimaksud dengan "krdit yang diselamatkan" adalah kredit vang semula
tergolong diragukan atan macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki seba-
gaimana dicantumkan dalam akad penyelamatan kredit. Yang digolongkan
dengan "kredit yang diselamatkan” adalah kredit yang:
1. tidak memenuhi kriteria "kredit lancar" yang menyatakan bahwa
terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampui

_— o e o e e
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-15 hari kerja dan tidak ada tunggakan, atau :
2. terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria "kredit kurang
lancar” baik kredit dengan angsuran untuk KPR maupun yang bukan
KPR, atau
3. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah
‘melampui 15 hari kerja dan belum melampui 30 hari kerja.

3. Upaya Pengamanan
dan Penyelamatan Kredit

Upaaya pengamanan dan penyelamatan kredit sudah sejak awal dilaku-
kan oleh bank sebelum kredit diberikan. Prinsip kehati-hatian yang dikenal
dalam UU Perbankan 1992 tidak lain mencerminkan bahwa bank dalam
memberikan kredit harus mengingat akan kepentingan nasabah yang memper-
cayakan dananya kepada bank serta tidak merugikan bank. Begitu permo-
honan permintaan kredit disampaikan oleh pemohon kredit (calon nasabah
debitur) kepada bank, maka langkah yang diambil oleh bank adalah melaku-
kan analisis bank, Analisis bank ini merupakan tindakan menilai kelayakan
calon nasabah debutur bank untuk menerima kredit.

Secara tradisional amalisis bank terhadap calon nasabah debitur dila-
kuxan terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan dengan
“the five C’s of credit bank", yaitu yang meliputi: character, capacity,
capital, conditions, dan collateral.

Dalam analisis bank ini yang harus dijawab secara positif adalah 2
pertanyaan pokok: Will he (she) pay? yaitu yang menyangkut persoalan
kemauan debitur untuk membayar kembali, dan Can he (she) pay? yaitu yang
menyangkut persoatan kemampuan untuk membayar kembali.

UU Perbankan 1992 juga menggunakan pendekatan yang serupa dalam
melakukan analisis kredit sebagaimana yang ditentukan pada pasal 8-nya:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

aras kemampuan dan kesangpupan debitur melunasi hutangnya sesuai

dengan vang diperjanjikan.

Selanjutnya, penjelasan pasal 8 UU Perbankan 1992 ini menyatakan:
Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam
pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat. Untuk mengurangi resko tersebut, jaminan pemberian kredit
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesual dengan yang diperjanjikan merupakan faktor
penting vang harus diperhatikan oleh bank., Untuk memperoleh keya-



'Kredu Bank S | LI

Aman rersebur “sebelum membenkan kredit, ‘bank harus melakukan e

pemlazan yang seksama terhadap watak, kemampuan modal agunan -

“dan prospek usaha dari debitur.
Dan ketentuan pasal § beserta penjelasannya itu dapat dlSimpuikan UU""
Perbankan 1992 ‘membedakan pengertian istilah "jaminan" - dan istilah -
“agunan" Istilah "jaminan” lebih ditekankan pada keyakinan atas kemam-
puan dan- kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Istilah ' ‘jaminan” -
_-d;mlaa dari segl watak, kemampuan ‘dan modal atau jawaban yang bersifat -
~_positif atas pertanyaan Will he (she) pay? dan Canhe (she) pay? Sedangkan
'pengertzan istilah "agunan” merupakan salah sam unsur jaminan pemberlan' -
kredat Jadi analisis bank meliputi: jaminan dan agunan.

Apablla berdasarkan analisis bank, 'kredit diseiujui, maka keputusan
bank dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan
tahap kedua dari upaya preventif agar bank tidak mengalami kesulitan mana-
kala terjadi kredit macet. Dengan perjanjian kredit ini, bank mempunyai
kewenangan untuk mengendalikan penggunaan kredit oleh nasabah debitur.
Klausula-kiausula dalam perjanjian kredit itu menyangkut hal-hal, seperti
hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah debitur sebelum kredit
diberikan, selama kredit diberikan dan setelah kredit jatuh tempo. Di dalam
praktek, perjanjian kredit itu dibuat dalam bentuk perjanjian baku. ey

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, maka tugas bank selanjutnya
adalah melakukan pengawasan dan pengamanan atas penggunaan kredit oleh
nasabah debitur. Tugas ini merupakan tahap ketiga dari usaha preventif
untuk mencegah kredit menjadi macet. Kewenangan untuk melakukan penga-
wasan dan pengamanan atas penggunaan kredit ini ditentukan dalam perjan-
jian kredit. Apabila dalam masa pengawasan itu, bank berpendapat bahwa
keadaan nasabah debitur mengancam kepentingan bank, maka bank akan
melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyelamatan kredit.

Penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kem-
bali kredit yang tergolong "tidak lancar”, "diragukan", atau pun telah
tergolong "macet”, sehingga menjadi "kredit lancar” kembali, sehingga
nasabah debitur mempunyai kemampuan untuk membayar kredit kepada
bank.? Upaya-upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank, berda-
sarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor; 23/12/BPPP tanggal 28 Peb-
ruari 1991 tentang "Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan
Pembentukan Cadangan atas Aktiva yang Diklasifikasikan", adalah:

1. Penjadualan kembali (rescheduling), yaitu berupa melakukan perubahan

Hbid., hal. 2.
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..i.Syarat-gyarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadual. pemba-
.yaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace period
ataw masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran

i+ maupun tidak. SR RN
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu upaya berupa melakukan
perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat petjanjian kredit,
yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadual angsuran dan atan
~+-jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan
- tambaban kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atan sﬁbag

- gian dari kredit menjadi equity perusahaan. 2 B

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu upaya berupa melakukan peru-

bahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit,

atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kradit menjadi

- equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa penjadualan kem-

bali dan atau persyaratan kembali (lihat pula SE BI Nomor: 26/4/BPPP
tanggal 29 Mei 1993).°

Melalui pasal 7 huruf ¢ UU Perbankan 1992, bank di dalam melakukan
upaya penyelamatan kredit dapat melakukan kegiatan penyertaan modal
sementara. Pasal 7 huruf ¢ ftu berbunyi:

Selain melakukan kegiatan uscha sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 6, Bank Umum dapai pula: il

c. - melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengarasi

akibar kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kenbali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

4. Pengamanan Kredi{
Dengan Perjanjian Baku

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan
uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara bank
dan calon nasabah penerima kredit. Perjanjian ini bersifat konsensuil-
obligatoir, yang dikuasai oleh peraturan perundang-undangan perbankan dan
Ketentuan Umum BW. "Penyerahan uangnya" sendiri bersifat riil, artinya

*Sutan Remi Sjahdeini, "Penyelamatan das Penyelesaian Kredit Macet”, Yuridika, Majalah Fakultas
Hukum Usrair, No. 3 Th. VITI, Mei-Juni 1993, hal. 6.



. .__pada saat penyerahan uang diiakukan barulah berlaku ketentnan “yang .
“dituangkan dalam perjanjian kredit, Pembedaan ini mempunyai arti penting -
baik dar; segi. teoritis maupun dari segi praktls Sebab kalau. perjan;hm'
_ _penyerahan uang. dlanwgap konsensuil, saat berlakunya perjanjian-kredit
- -adalah _p__da saat dstdndatanoam perjanjian kredit: Hal ini ddpdt menimbulkan
' kumokan pada nd%abdh penerima kredit, dalam_ 2 hal, yaitu: -, - : g
= untuk ‘agunan yang ditkat pada p&r_jdn_}ldﬂ kredit, mal»'d . perjanjian -

' ..-...'_;.gamman akan ‘berlaku -pada:saat perjanjian kredit. dibuka, sedangkan

£ _;accesolr perganj {an jaminan, ;o LI
- kalan perjanjian kredit itu d:sertat bunﬂa mdka bunﬂa d;perh;tungkdn
- .pada’ saat-saat ‘perjanjian kredit dibuka. Hal ini juga berientangan
. dengan sifat perjdnjldn kredlt daiam aspeknya yang riil karena pada saat
o nu hutang belum ada.’ R - : :

pada. saat it hutang belum ad' Hai ini: bertentds}gan du’lf’dﬂ s,;fat._ﬁ_'_. _

: -'"..Den«an d;tandatangam purjanjmn kredit. txdak berartl diiringi dengan
penyerahan uang dari pibak bank kepada nasabah penerima kredit. Kemun g-
kinan penyerahan uang tidak terjadi, sehingga menimbulkan akibat hukum,
Perjanjian kredit adalah perjanjian prestasinya "berbuat sesuatu” (pasai 1234
BW). Jika di dalam perjanjian berbuat sesuatu pihak-pihak tidak memenuhi
kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan baik
disertai atau tanpa ganti rugi, pembitbaran baik disertai atau tanpa ganti rugi,
atau ganti rugi saja. Dalam praktek, model-model perjanjian kredit menyim-
pang dari ajaran umum BW tersebut.- Umumnya, terdapat klausula vaitu jika
masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban, pemohon kredit tidak mem-
pergunakan kredit ataupun karena sesuatu hal dengan suatu penilaian bank
tidak menyerahkan uang, maka keduanya tidak saling mengadakan tuntutan.

--Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir,
model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan teriebih dahulu.
Formulir ‘ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit; Isinya tidak
diperbincangkan dengan pemohon kredit, sehingga kepada pemohon kredit
hanya dimintakan pendapatnya apakah ia dapat menerima syarat-syarat yang
dituangkan dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi)
di dalam formulir itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya,
misainya jumliah pmmncnm bunga, tujuan dan jangka waktu kredit. Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian kredit di datam praktek tumbuh sebagai per-
janiian baku.

*Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredir, Cet. 1, Alumai, Bandung, 1980, hal. 28-29.
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Baberdpa al li membemkan pentrertaan tentan perjanjian_ baku, -antara
'1am : '
1. ‘Hondius, memberikan rumusan: : - - :
o HPerjanjion baku ialah konsep janjijjanji rertulis, a’zsuswz tanpa
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah z‘ak
terbalas perjanfian vang sifatnya tertentu”, : :
2: 7 Drooglever Fortuijn merumuskan: :
i Perjanjian baku-adalah perjanfian yang bagzan isinya yang peizng
- ditvangkan dalam susunan jaiy: Sjanji’i
Menurut Mariam Darus, perjanjian baku sebenarnya adaEah perjanjian; yang
isinya dibakukan dan’ dxtuangkan dalam bentuk formulir.®
Pada asasnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas, perjanjian tidak terikat
pada bentuk tertentu, bisa lisan atau tertulis, Dalam praktek, perjanjian baku
tumbuh sebagal perjanjian terfulis dalam bentuk formulir, Perbuatan hukum
sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur vang melibatkan
banyak orang, menimbuikan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian
itu terlebih dahulu dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam
jumlah banyak, sehingga setiap saat mudah disediakan jika masyarakat mem-
butuhkan, Di sini terlihat sifat kotektif dan massal dari perjanjian baku.
Perjanjian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri
dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara
debitur yang satu dengan yang lain. Jika debitur menyetujui syarat-syaratnya,
maka debitur hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerima,
kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi sama sekali tidak ada.
Dari uraiarn di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri perjanjian baku:
- isinya ditetapkan secara sepihak oleh pthak yang posisi ekonominya
kuat.
- masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan
isl perjanjian.
- terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- bentuk tertentu (tertulis).
- dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.”
Apakah dengan ciri-ciri yang demikian itu, perjanjian baku ini dapat
dikatakan perjanjian yang ditentukan oleh BW?
Sepakat mereka yang mengikatkan diri (pasal 1320 BW) adalah asas esensial

*Mariam Daeus, Perlindungan Terhadap Kensumen dilihat dari Sudue Perjanjian Baku (Standar),
Makalah Slmpmmm Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipla, Jakarta, 1986,
hal. 58.

[hid., hal. 65.



' ”"'.-.':"-kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu, diadakan.. Per-

Kredzr Bam T

_-dalam hukum per}anpan “Asas ini: disebut dengan asas konsensuahsme asas_: :
o yang menentukan sahnya perjanjian;” : - '
“Asas’ konsensuahsme Ini mengandung arti Lemauan para p1hak untuk
: .'-'salmg berprestas; ‘ada kemauan untuk saling menﬂxkatkan diri. Kemauan inj
membangk:tkan kepercayaan bahwa ‘perjanjian ity d]penuh: Asas keper-

N cayaan ini bersumber dan moral sehmgga ‘menimbuikan pacta servanda
. sunt. Asas konsensuahsme ini mempunyai hubungan dengan asas kebebasan
- berkontrak dan asas kekuatan meng1katkan per}anjtan yang terdapat pada :
s pasai"f'1338 ayat (1) BW. L b

i Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi: perjanjlan y 'tu

~ janjian yang memenuhl Syarat- syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal

~1320 BW: mempunya1 ‘kekuatan mengikat. Meninjau masalah ada dan kekuat-
. an mengikat perjanjian baku, maka secara teoritis yuridis, perjanjian itu tidak
“memenuhi elemen yang dikehendaki oleh pasal 1320 BW jo. pasal 1333 ayat

(1) BW.? Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian

baku diadakan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengada-

kan tawar menawar dengan pihak kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuat—
an untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan per-
janjian baku ini sehingga memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo.

‘pasal 1338 ayat (1) BW.

' 'Di dalam praktek banyak ditemui perjanjian kredit baku yang txmpang
(berat sebelah). Perjanjian kredit baku dikatakan "timpang”, manakala di
dalam perjanjian kredit itu lebih banyak mengatur hak-hak bank dan kewa-
jiban‘nasabah debitur. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit baku ini
mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan
pihak nasabah debitur.

Oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutkan beberapa contoh dari klausula-
klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur adalah:

- kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa

- pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan um tarik
‘kredit.

- kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari
barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena
kredit nasabah debitur macet.

- kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah ting-
kat suku bunga kredit.

51bid., hal. 67.
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-+ kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan

peraturan bark yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemuy-

.. dian oleh bank,
= ~keharusan nasabah debitur -untuk . tunduk kepada syarat-syarat dan
- ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran dari bank yang
- -bersangkutan namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi keserm-
. patan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-

- ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut.

- - kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepdda bank

< untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank,

- "kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan
«. hak-hak nasabah bank dalam setiap rapat umum pemegang saham.

- - pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh panitia bank
o semata.

= & - pencantuman klausula-klausulaeksemsi yang membebaskan dari tuntutan

© ganti rugi oleh nasabah debitur atas tegjadinya kerugian yang diderita

- olehnya sebagai akibat tindakan bank.®

Sementara itu, H.P. Panggabean melakukan penelitian terhadap model per-

janjian kredit baku dari 9 bank, yang di dalam perjanjian baku tersebut

memuat kiausula-klausula kewenangan bank sebagai berikut:

1. Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian secara seplhak
dan kemudian menagih hutang secara sekaligus dan seketika menurut
waktu yang ditentukan bank.

2. Bank berhak menentukan sendiri jumiah hutang debitur berdasarkan
Jjumilah hutang pokok, bunga kredit, propisi, dan lain-lain selebihnya.

3. Bank diberi kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali menjual
barang jaminan.

4. Bank tidak wajib memberikan kredit kepada debitur walaupun mak-
simum kredit (plafon kredit) belum tercapai.

5. Bank berhak dengan nama dan/atau cara apapun juga melakukan tin-
dakan hukum yang dianggap baik oleh bank atau menmurut peraturan
yang berlaku, apabila debitur lalai atau tidak dapat melunasi kreditnya.

6. Bank berhak menangguhkan pelaksanaan perjanjian semata-mata atas
pertimbangannya sendiri.

7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kerusak-
an, kelambatan atau karena hilangnya surat tilgram termasuk juga
kerugian yang disebabkan tindakan pihak yang menjadi perantara.

*Sutan Remy Sjahdeini, op.cir., hat, 14.



;3-'-Semu,¢ surat-surat . berharga barang-barang bergerak dan tetap vang
,d;tenma bank atau yang berada di tangan pihak ketiga berdasarkan apa
S.pun juga. menjadf jaminan bagi-bank untuk pengembalian humno si

.- debitur, dan ‘semua suraf-surat berharga dan_barang-barang tersc,but .
... -.apabila hxlang atau. rusak .menjadi resiko dan tanggung jawab deb;tur
§... Bank tidak bertanﬂg,ung Jjawab atas kekurangan pihak ketiga yang d;tun-
-+ jukannya untuk melaksanakan perintah-perintah debitur. . :
;:10.__'JSSemua pengiriman kepada.atau oleh bank. dari plhak-plhak ketiga. dxla«» -
¢ kukan untuk perkiraan dan resiko nasabah.. :
11 _._f;lBank berhak untuk menﬂadakcm petubalian-perubahan pdCId. qydratwsyarat :
iy -".:-_:perjanjlan kredit, .
A2, Bank berhak untuk mmggadaxkan kembdh kepada orang lain sewala
.. .benda yang digadaikan debitur kepadanya. : :
13. Bahwa dengan lewatnya waktu vang diperjanjikan untuk melunau

. kredit; sudah merupakan bukti terjadinya keadaan wanprestasi (tidak

perlu pemberitahuan),®

-Sebenarnya pengrapan asas kebebasan berkontak yang tidak ada bdtdsnya
marupdkan sebab munculaya perjanjian kredit baku yang "timpang" atau
mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberaikan
nasabah debitur. Namun, keadaan ini sebenarnya dilihat dari konteks yang
lebih luas, yaitu dalam rangka mengamankan kredit adalah sangat perlu
dilakukan oleh bank. Hal ini terkait dengan prinsip. kehati-hatian dengan
mengingat pasal 29.ayat (4) UU Perbankan 1992: "dalam memberikan kredit
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana-
.nya kepada bank".
.o Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya posisi bank lebih kuat
darapada calon nasabah debitur. Pddd saat perjanjian ditandatangani posisi
tawar menawar bank lebih kuat, sehingga calon nasabah debitur tidak banvak
menuntut karena takut atau khawatir kredit tidak diberikan. Keadaan ini ber-
balik, dalam hal terjadi kredit sudah diperoleh dan terjadi kemacetan kredit,
maka bank tidak dapat mengandalkan sarana-sarana coniract enforcement
vang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana contract enforcement yang
disediakan oleh hukum tidak memadai untuk melindungi bank dalam upaya
pengembalian kredit yang macet.

"H.P. Panggabean, "Berbagai Masalah Yuridis yang dihadapi Perbankan Mengamankan
Pengembalian Kr\,dlt yang D;s'\luriﬁﬂ . Varia Peradilan, Th, VII No. 80 Mei 1992, hal. 11G-111.
Penelitian ini dilakukan di Sumatara Utara terhadap pedjanjian kredit model yang dikelnarkan oleh BRI,
BN, BEH, BAPIN, SBU, BCA, BDNI, BRPDSU dan BIl.
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“Tindakan-tindakan bank yang diambil berdasarkan kewenangan yang
‘diberikan oleh klausula-klausula dalam perjanjian kredit, ternyata oleh
‘pengadilan dinyatakan: gugatan terhadap nasabah debitur sebagai tindakan
- yang: bertentangan dengan kepatutan atau keadilan atau itikad baik, atau
bahkan'sebagai perbuatan melanggar hukum, di sampmg itn kiausulanya
dmyatakan ilegal karena proses pembuatan perjanjian kredit telah terjadi
"penyalahgunaan keadaan" oleh bank terhadap nasabah debitur. "Penyaiah~
‘gqunaan ‘keadaan" “ini dapat dgdd:kan alasan pembatalan perjanjian, di
samping secara konvensional disebut sebagai cacat kehendak, yaim
- kesesatan, pempuan dan paksaan. Penyalahgunaan keadaan ini terjadi karena
bank mempunyai posisi keunggulan ekonomi terhadap nasabah debitur,
sehingga posisi nasabah debitur dalam keadaan sangat membutuhkan bersedia
menerima tanpa daya klausula-klausula perjanjian kredit sekalipun secara
tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur.

- Penelitian yang dilakukan oleh H.P. Panggabean yang dilakukan di

Sumatera Utara ditemui hal-hal sebagai berikut;

1.° ‘Melalui data perkara di Pengadilan Tinggi Medan selama 3 tahun

© terakhir (tahun 1988-1992: dari penulis) diperoleh gambaran bahwa

‘untuk 22 buah perkara yang melibatkan bank responden ternyata 36,4 %

pihak bank dikatahkan dan untuk 55 buah perkara yang melibatkan bank

non-responden ternyata 27,3% pihak bank dikalahkan. Menurut

Panggabean, kekalahan bank ini disebabkan oleh adanya unsur-unsur

kelemahan yuridis dalam penggunaan standard-contract.

2. Untuk persidangan dan pemutusan suatu perkara hutang piutang bank
diperlukan waktu antara 3-9 tahun.

3. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim lebih didasarkan pada
faktor keadilan untuk memenangkan debitur dan pada faktor kepast:an
hukum untuk memenangkan bank.

4. Putusan hakim lebih didasarkan pada faktor kemanfaatan, yaitu
menyangkut pembebanan resiko kerugian jika terjadi resiko it di luar
kemampuan debitur.

5. Kekalahan bank dalam perkara hutang piutang adalah terutama disebab-
kan tindakan bank yang dinilai tidak menerapkan asas itikad baik
sewaktu menghentikan perjanjian kredit sebelum lewat jangka waktu
vang diperjanjikan dan/atau karena penolakan bank untuk menambah
fasilitas kredit bagi debitur yang sedang aktif menjalankan usahanya.

6. Dari putusan yang diteliti dan telah dijumpai adanya "penyalahgunaan
keadaan" di pihak bank, yaitu pada:

a. putusan MA RI No. 2230 K/Pdt/1985, PT. Adamson melawan PT.

BSN,
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'ﬂﬁ;fb;" "-putusan MA RI No 2450 KfS;p/IQSZ P’I‘ Hotel Medan Utama :
- melawan BEIL: '
¢. putusan MA RI No 2216 K/Pdt/ 1988 PT Putrl Kayangan
eomelawan BBD. bt
d. putusan MA RI No 2536 K/Pdtl 1988 Parengkuan melawan PT
Bank Pacifik. .
7. Oleh Panggabean dlkatakan ba.hwa dan berbagal uraian di atas me-
- -ngenai pemutusan: perkara utang piutang bank, telah memberikan gam- -
_baran bahwa pelaksanaan kéwenangan kreditur berdasarkan isi perjan- -
jian kredit tidak selamanya memberlkan Jaminaﬁ perlindungan hukam
bagi bank itu sendiri.’t
Dengan demikian, klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit itu
pada awalnya daharapkan oleh bank sebagai andalan untuk melakukan tmdak-
an terhadap nasabah debitur yang "nakal" ternyata hanya merupakan ilusi be:
laka bagi bank. Bak macan kertas saja klausula-klausula perjanjian kredit itu.

5. .Penutup

Penanganan kredit macet melalui proses litigasi dalam praktek tidak
selalu memenangkan pihak bank meskipun bank telah melengkapi upaya
pengamanan dan penyelamatan kredit dengan menggunakan perjanjian kredit
baku. Pengadilan seringkali menganggap posisi nasabah debitur pada waktu
penandatanganan kredit dilingkupi “penyalahgunaan keadaan", tanpa mem-
perhatikan kepentingan bank. Pengadilan hanya melihat pada kepentingan
nasabah debitur, sehingga perjanjian kredit tidak selalu dapat membantu bank
untuk menyelamatkan dananya yang "nyantol" di tangan nasabah debitur.

Seyogyanya, Pengadilan secara seimbang juga memperhatikan kepen-
tingan bank juga. Hal ini disebabkan karena: 1. bank merupakan lembaga
keuangan yang bekerja dengan uang simpanan masyarakat, yang pada umum-
nya para penabung kecil dan menengah; 2. pengadilan wajib juga melindungi
kepentingan nasabah penyimpan dana; dan 3. bank merupakan bagian dari
sistem moneter, sehingga kalan bank bangkrut akan menggangu sistem
moneter yang tentu saja mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

YIbid., hal. 121-122.
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PUTUSAN
Reg. No. 3337 K/Pdt/1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUIANAN YANG MAHA ESA

MAHEAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasast telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara:
1. Muhdihardjo, -
2. Ny. Muhdihardjo alias Sutiyam, kedua-duanya bertempat tinggal di dusun
Tabanan, desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Pemohon-pemohon kasasi (dahulu Penggugat-penggugat - Terbanding)

melawan:

1. F.X. Kuswadi, bertempat tinggal di Nolobangsan, RT. 6 No. 198 Kelurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

2. Mbok Warsosuwiio alias Biyem, bertempat tinggal di Dusun Botokenceng,
Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

3. Sismiharjo, bertempat tinggal di Dusun Tobanan Desa Wonokromo, Kecamatan
Pleret, Kabupaten Bantul:

4. Drs. Sunarko, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Termohon-termohon kasasi (dahulu Tergugat-tergugat I, II, 11l - Pembanding
dan Tergugat IV turut Terbanding).

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon-termohon kasasi
sebagai Tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantui pada
pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat asli I pada tanggal 24 Juni 1977 telah meminjam uang sebesar
Rp. 50.000,~ (lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat asli dengan jaminan
sebidang tanah pekarangan yang perincian tentang letak, luas dan batasnya seperti
dalam surat gugatan;

Bahwa selanfutnya Tergugat asli 1 dan I atas Jjaminan tanah pekarangan tersebut



yang pen cmnnya pbrii délam_bumi gugatan dr—iﬂ ka;encmya 3un113h hutamr- :
Tergugat ash
ribu upieh) = Rp. 204.060,- {dua ratus empat ribu enam puluh rup:dh), dmla_m B

hutang tersebut akan dikembalikan dalam jangka wakin dua bufan;

dan ’T‘ergugat abh SH seiumhnya ad«zlah --Rp. 50, 000, (lima puluzh

Bahwa ternyata seteloh Jangka waldu terse‘out habls Tergugai agli I dan ”?’erguﬂat .

ashi IT tidak melunasi hutang tersebut’ MaupUn mengangsurnya dag T'rwugz, atasiil, -
Ir teidh dengan sena.ng haii akan me*ﬂb&nkm ‘tanah 'pakaranﬂamzya
jaminan tersebut untuk pelums&m hutanvnya ' dan bersedxa unt
' ﬂamanj;la ke Kelurzhan Wonokromo; ) ' s

:Bahwa atas izin Terauwat asli I, 11 tanah peharangan yang ch am:n};an ia:ssbuﬁ; o
teidh dxplester oleh para Penggugat ash unmk d:per;:,unakan tempat menjﬁgmzr gabeh;

. Bahwa para Penggugat asli telah men g4 dk Tergugat ash I, Il pergi ke Eelurahan
Wonokromo untuk menyelwad an_balik nama tersebut, namun Tergugat asli 1 i
hanya m@mberskan Janji-janji saja; :

Bahwa. ternyata Tergugat ashi I, 1I pada tahun 1987 telah man na ianah pdga
rangdn yang menjadi jaminan hutangnya terscbut kepada Terougat asli IiI di hadapan
Tergugat asli 1V, padahal Tergugat asli IV mengetahui tanah pekarangan tersebut
adalah tanah yang duammkan atas hutang Tergugat asli I, 1 setidaknya taneh
pekarangan tersebut batal demi hukum; _

Bahwa uang pada Penggugat asli yang d1§1umnfr]\an pada Tergugat ash 1, I
sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam pulul rupiah) terssbut adalah
hasil penjualan perhiasan emas berupa subang dan kalung pada tahun 1977 tahun
1978, dimana harga emas waktu itu adalah Rp. 2.100.- (dua ribu seratus rupiah) dan
sekarang Rp. 22.000,- (dua puluk dva ribu rupiak);

‘Bahwa apabils vang tersebut dibelikan emas sekarang lebih mendapat emas 93
er dan kalau dijual menurut sekarang @ Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) =
Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah):

Bahwa oleh karena proses balik nama atas tanah yang dijaminkan tersebut,
dibatalkan Tergugat ashi I, 1T maka para Penggugat asli menuntut kerugian sebesar
Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka para Pepnggugat asii mohon agar terle-
bih dahulu diletakan sita jaminan (conservatoir beslat*) atas tanah pekarangan
tersebu; _

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka para Penggugat asli menuntut kepada
Pengadilan Negeri Bantul supaya memberi putusan sebagai berikut:

_ _mmyeleﬁxkan m}sTf -

Primair:

I. Mengabulkan gugatan para Penggugat;

2. Menyatakan sah menurut hukum hutang-piutang vang dilakukan antara Penggugat
ashi Tergugat 1, Il dengan para Penggugat sehagaimana tersebut dalam surat
perjanjian tanggal 24 Juni 1977;

ang ssbagai °
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3. 'Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugai I, Tergugat II telah ingkar j Jaﬂ.ll

. dan membatalkan usaha proses balik nama atas sebidang tanah pekarangan yang

-"terietak di dusun Tobanan, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten

' _-BantuI letter C Nomor 557 persil Nomor 38 b klas II, luas 245 M2 dengan batas-
batas:

Sebelah Utara : pekarangan Muh. Judi

‘Sebelah Timur : dulu pekarangan Bibit sekarang penggugat;
_ Sebelah Selatan  : pekarangan Muhdi '

Sebelah Barat : pekarangan Suharto

“‘yang telah dijadikan jaminan atas hutang para Tergugat I, Tergugat II kepada
para Penggugat; \

4. Membatalkan Jjual beli tanah pekarangan persil Nomor 38 b, Klas I luas 245
M2 tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat III;

5. Menﬂhukum Tergugat HI atan siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Ter-
gugat HI atas tansh pekarangan persil Nomor 38 b, Klas 1II, juas 245 M2
tersebut untuk segera mengosongkan dengan semuz benda miliknya sendiri dan
selanjutnya menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada para Penggugat,
apabila perle dengan bantuan Alat Negara;

6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Conservatoir yang dilakukan oleh Juru-
sita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b, Klas Il1,
luas 245 M2 yang tersebut dalam angka 3 tersebut;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya per-
kara ini;

Subsidair:

— Menghukum para Tergugat 1, Tergugat 1 segera melunasi hutangnys serta keru-
gian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 4.312.000,- (empat juta tiga ratus
dua belas ribu rupiah) kepara para Penggugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adiinya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi oleh Tergugat asli 1, 11
yang pada pokoknya atas dalil:

Bahwa pinjam meminjam uang tersebut adalah dilakukan Tergugat asli 1 tanpa
syarat berdasarkan nilai uang maupun bunga;

Bahwa jaminan tersebut adalah diacungkan saja tanpa proses administrasi atau
dilaporkan pada Pemerintah setempat manpun Instansi yang terkait untuk ite sedang
surat-surat hak milik tetap berada dan di tangan Tergugat ashi 1,

Bahwa selanjutnya Tergugat asli I mengajukan gugatan dalam rekonpensi yang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perbuatan para Tergugat dalam rekonpenst baik masing-masing maupun
secara bersama-sama telah mengakut secara mendaku atas tanah yang menjadi jamin-
an hutang tersebut;

Bahwa awal tahun [978 semua pohon-pohon di atas tanah sengketa tersebut telah
rusak/ditebangi dan diratakan dengan semen/diplester untuk menjemur hasil panen;
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- gatan rekonpensi;

Bahwa apabx}a dari perbuatan Tergugataterguoat rekonpensi tersebut, Penﬂguaat
'rekonpenm telah ‘menderita kerugian baik ‘materill ‘maupun moril- sebesar  Rp.~
7.761.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebaﬁalmana:
'-terparanm dalam gugatan rekonpenm, L
" “Bahwa Pengsuoat rekonpensi ‘mohon agar- para Tergugat rekonpensi dxhukum
membayar uang paksa sebesar Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harmya
_-'atas kelalaian ‘atau keterlambalan atas pembayaran ganti rugi tersebut; U R

Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini, maka agar terlebih dahulu’ dzle-
takkan 'sita jaminan atas harta milik para Tergugat dalam rekonpensi berapa tanah- '
: pekaranﬁan seluas + 150 M2 denoan barwunan di atasnya sepertl tersebut dalam gu-

Bahwa berdasarkan hai—hai tersebut maka Peng ugat rekonpen51 memuntut kepa—_
da Pengadilan Negeri Bantul supaya memberi putusan sebagai berikut:

Primair:
1. Mengabulkan dan menerima gugat Penggugat rekonpensi selurihnya;
2. Menetapkan sah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu (conservatoir beslag)
« terhadap harta milik para Tergugat rekonpensi berupa tanah pekarangan luas +
- 150'M2 beserta seluruh bangunan di atas tanah tersebut terletak di desa Tobanan,
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogya, yang
batas-batasnya:
. Utara dan Barat : pekarangan dulu Siswomiharjo

~ Timur : pekarangan Bibit
-Selatan : pekarangan Muhdi
Sebelah Barat  : pekarangan Bejo dan Dini
dinilai harga tanah dan bangunan + Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah);

3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat rekonpensi dengan para
Tergugat rekonpensi telah batal dan gugur demi hokum sejak para Tergugat
rekonpensi menolak pembayaran hutang dengan uang tunai Rp. 250.000,- (dua
ratus Jima puluh ribu rupiah} yang dilakukan oleh Penggugat rekonpensi;

4. Menyatakan pula bahwa para Tergugat rekonpensi telah berbuat melawan hukum
telah merusak tanaman-tanaman di atas pekarangan milik Penggugat rekonpensi
berikut kerugian Rp. 2.761.000,- {dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
rupiah) serta kerugian moril atas nama baik pribadi Penggugat rekonpensi Rp.
5.000.000,~ (Hma juta rupiah), karena itu maka para Tergugat rekonpensi
dibebankan membayar ganti rugi seluruhnya Rp. 7.761.000,- (tujuh juta tujuh
ratus enam puluh satu ribu rupiah) ditambah kelambatan pembayaran setelah
pumsan ini mempunyai kekvatan pasti dengan uang paksaan satu hari Rp.
50.000,- (lima puluh nbu rupiah);

5. Menetapkan bahwa putusan inl dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada verzet
maupun banding karena perbuatan melawan hak dan telah mendatangkan keru-
gian,
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6. . Menghukum para Tergugat rekonpensi/Penggugat-penggugatkonpensi membayar
- biaya keseluruhan karena sengketa ini; :

Subsidair:

== Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

. .Bahwa terhadap gugalan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil
putusan, yaitu putusannya tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/198%/PN.Rtl. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsiy

Y ‘Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II tidak tepat dan tidafc
beralasan menurut hukum;
2. Menolak Ekspesi tersehut.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;

2. Menyatakan sah menurut hukum hutang-hutang yang dilakukan antara Tergugat
I, Tergugat Il dengan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat
Perjanjian tertanggal 24 Juni 1977;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar dan
membatalkan usaha proses balik nama atas scbidang tanah pekarangan yang
terletak di dusun Tobanan Kelurahan Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten
Bantul, letter C Nomor 377 persil Nomor 38 b Klas I luas 245 M2 dengan
batas-batas:

Utara : pekarangan Muh. Judi;

Timuar : dulu pekarangan Bibit, sekarang pekarangan Penggugat;
Selatan . pekarangan Muhdi

Bagat : pekarangan Suharto;

yang telah dijadikan jaminan atas hutang para Tergugat I dan Tergugat I1 kepada
para Penggugat.

4. Membatalkan jual beli tanah pekarangan persil Nomor 38 b Kias T1I luas 245 M2
tersebut antara Tergugat 1 dengan Tergugat III;

5. Menghukum Tergugat 11l atau siapa saja yang mengaku mendapat hak dari Ter-
gugat I atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b Klas III luas 245 M2 tersebut
untuk segera mengosongkan dengan semua benda miliknya sendiri dan selan-
Jutnya menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada para Penggugat, apabila
perlu dengan bantuan Alat Negara;

6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Conservatoir vang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Bantu] atas tanah pekarangan persil Nomor 38 b Klas

- HI luas 245 M2 yang tersebut dalam angka 3 tersebut;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Dakam Rekunpemz o v T
1. ‘Menolak gugat Pen; mugat seIuru}m)’a, BUEEE NN i R
2. :Menghukum Penggugat untuk membayar blayd perkara inl yang Sdmpai se}‘amng e
"'-.j."darencmakan sebesar; Nxhxi : : T
_'.':'Eputusan mana dalam tmokat bandmw ams permohonan Tewug&t II dan icrgugai: :
111 teleh dibatalkan oleh Fengjaéaian nggs Yogyakarta, dengan putusannya

. tanggal 12 MNopember 1990 N@ 106/PDT/1990/PTY yanw amamya berbuayz
-sebanax berikut: :
= Menerima: per-nohonan bcmdma dan Tergugat I 11, HI d&la[‘l Konpa*zsa—
Vi Penggugat dalam Rekenpenm gt e S

Dai‘xm ELSEPSL._ B - : : . .
- Menguatkan putusan Panﬂadiia.n Negen Bantul taanal 21 April 1950 No.
SSIPdt/G.’lQSQIPN’ Bil; . SRR : -

D'ﬂam Konpens1
- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggai 21 April 1990 Ro,
58/Pdt/G/1989/PN Btl; : BN

Mengaﬁa!i Sendm .. i

- Mengabulkan gugat Penggugat unfuk sebagian;

- Menetapkan bahwa Tergugat | dan Tergugat Il mempunyai hutang kepada Peng-
gugat sebesar Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah);

- Menyatakan bahwa Tergugat I, H untuk melunasi hutangnya terssbut kepada
Penggugat sejumlah Rp. 204.060,~ (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat I, IT untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

. Rp..161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

§)alam Rek_onpensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No.
58/Pde/G/1990/PN.Btl.;

- Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding yang jumlahnya nihil;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-penggugai-
Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-
penggugat-Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18
Pebruari 1991 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 02/Pdi/KS/
1991/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan
mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di-
terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 1991;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-tergugat-Pembanding yang pada tanggal 15
Maret 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-penggugat-
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Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-
adilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Maret 1991; _
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alssan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena ity per-
mohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Ienimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: '

L. “Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tentang penerapan hukumnya dirasa masih
kurang tepat dan kurang adil, karena semua saksi dalam persidangan mene-
rangkan tentang Tergugat asli 111 sebelumnya mengetahui betul tanah sengketa
untuk jaminan hutang Tergugat asli [ dan 11 yang belum dilunasi, dan seharusnya
Tergugat asli IV menangguhkan dulu pengesahan jual beli atas tanah sengketa
karena Tergugat asli IV sebelumnya secara langsung mendengar laporan para
Penggugat asal/para pemohon kasasi secara lisan bahwa tanah itu adalah tanah
sengketa karena untuk jaminan hutang;

2. Bahwa pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas diangkatnya Conservatoir
beslag atas tanah sengketa karena Tergugat asal I secara sadar menunjuknya
sebagal jaminan hutang, para Penggugat asal sangat mengetahui itikad tidak baik
Tergugat asal 1, 11 yang pasti akan selalu memindahkan mengalihkan tanah
sengketa guna mengacau masalah Tergugat asal I dan Penggugat asal;

Menimbang:

Mengenai keberatan-keberatan ad.1. dan 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex facti telah salah
menerapkan hukum yang memperlindungi Tergugat asal 11 sebagai pembeli yang
beritikad baik, padahal sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang
dipertimbangkan Judex facti dalam putusannya, telah terbukti pada saat dilakukan

Jjual beli, Tergugat asal [T tahu tanah terperkara sedang diagunkan sebagai jami-

nan hutang kepada Penggugat asal. Dengan demikian jelas Tergugat asal Il mem-
beli sebagai pembeli beritikad buruk yang bertujuan untuk merugikan kepentingan
Penggugat asal. Sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan batal tanpa mengu-
rangi hak Tergugat asal 111 untuk menuntut pengembalian uang pembelian tanah ter-
sebut dari penjual. Bahwa selanjutnya mengenai hubungan Penggugat asal dengan
Tergugat asal 1 dan Il sudah terbukti sebagai hubungan hutang-piutang, semula
hubungan itu dijamin dengan agunan tanah terperkara. Tetapi kemudian status agun-
an dirubah dengan klausula milik beding. Perubahan itu jelas bertentangan de-
ngan hukem dan ketertiban umum, karena barang agunan tidak boleh langsung
heralih menjadi milik kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
Pengadilun Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/Pdt/1990/PT.Y.
dan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990 No. 58/Pdt/G/1989/
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: PN Btl tldak dapat dxpertahzmkan lagi dan harus dibdta}kan dan: Mahkamah Agung .
akan mengadlh sendiri perkara ini dengan putusan berda—sarkan ex aequo et '
bono yang amarnya. sepertl ‘yang akan disebutkan di bawahiini; = . E

Memmbang, bahwa karena; gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, maka. '
' s;ta jaminan yang dﬂaksanakan oleh j JLEI'U sita Pengadilan Negeri Bantul atas tanah
pekarangan yang terletak di dusun Tobanan Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Ple-
et Kabupaten Bantul, Ietter C No 577 pers:i No. 38.b Klas Y luas 245 M2
dengan batas»batas 5 : I

— Utara .=~ pekamncan Muh Juch, e 7 :
— Timur - : dulu pekarangan RBibit, sekarang pekarangan Penvgugat
——m'Sél_a%ta:'}' y pekaranﬁan Muhdi e -
-— Barat .. pekarangan. Suharto;

adalah sah dan berharga

Menimbang, bahwa termohon-termohon kasasi sebagai pihak yang kalah dalam
perkara.ini akan dihukum untuk membayar semua ‘biaya perkara baik dalam tingkat
pertama manpun dalam ImOkat banding dan tingkat kasasi;

-Memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 14 Tahun 1970 dan Undang—undang
No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan; - A\

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan ~Kkasasi -~ dari  pemohon-pemohon kasasi: 1.

Muhdihardjo dan 2. Ny. Muhdihardjo alias Sutiyam tersebut; B
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1990

No. 106/Pdt/1990/PTY dan putusan Penoadllan Negeri Bantul tanggal 21 April 1990

No. 58/Pdt/G/1989/PN. Btl

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensi:
Dalam Eksepsi:
— Menolak eksepst Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

— Mengabulkan gugatan Penggucat untuk sebagian;

— Menyatakan batal jual beli tanzh pekarangan persil No. 38 b Klas 111 hms 245
M?2 antara Tergugat I dan Tergugat 1] dengan batas-batas:

— Utara : pekarangan Muh. Judi;

- Timur : dulu pekarangan Bibit, sekarang pekarangan Penggugat;
- Selatan : pekarangan Muhdi

~— Barat : pekarangan Suharto;

— Menyatakan Tergugat-tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.
204.060,- {dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) dengan tanah terperkara
sebagal agunan;
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—:Menghukum Tergugat-tergugat 1 ddﬂ II uniuk m{.mbayar hutang tersebut kepada
Penggugat; N S

— Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan.yang dilakukan oleh j Juru sita
~ Pengadilan Negeri Bdntul atas tamh pekaranﬂan persil No. 38 b Klas IH luas 245
M2 tersebut;

— Menghukum Tergugat 111 unwk rnenyerahkan tanah pekarangan pers:l No. 38 b
* Klas TH luas 245 M2 kepada Tergugat-tergugat I dan I setelah Tergugat—tercugat
I dan H membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

— Mmoiak gugatan Penm’unat unmI\ selain dan se}abihnya,

Dalam Reknnpensi:
— Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

— Menghukum Tergugat konpensi/penggugat rekonpensi untuk membayar semua
biaya perkara, untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus
enam puluh satu ribu rupiah) untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.
20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Selasa tanggal 2 Maret 1993 dengan H. Scerjono, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Kohar Hari Soe-
marno, SII. dan M. Yahya Harshap, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret

1993 oleh Ketua Sidang tersehat, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno, SH!

dan M. Yahya Harahap, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Mawardi D. Thoa, SH.

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh keuda belah pihak.

Judges ought to remember thet their office is jus dicere, and not jus dare; to
interpret law, and not to meke law, or give law.
Para hakim harus ingat bahwa tugaes mercka adalah jus dicere, dan bukan jus
dare, yaite : menafsirkon hukum, buken membuat hukum ateu memberi
hukum.

{Francis Bacon)
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